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Pembahasan Lanjutan Kebijakan Data Kemiskinan di Indonesia
dan 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos

H.Yandri Susanto, S.Pt

. Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.

1. 40 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI.
2. 9 Anggota Komisi VIII DPR Rl |zin.
3. Menteri Sosial Rl Beserta Jajaran.

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.45 WIB dan
dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIl DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan
didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., dan Wakil Ketua H.
Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.



KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIIl DPR RI dengan Menteri Sosial Rl sebagai lanjutan dari
Rapat Kerja tanggal 24 Mei 2021 dengan agenda ‘Pembahasan Kebijakan
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Indonesia, permasalahan dan

alternatif solusinya”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIl DPR RI masih memerlukan penjelasan Menteri Sosial Rl mengenai
data 21juta penerima manfaat bantuan sosial yang ditidurkan. Karena di satu sisi
datanya ditidurkan tetapi di sisi lain bantuan terhadap mereka tetap disalurkan,
baik untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai
(BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Oleh sebab itu Komisi VIII DPR RI
meminta Menteri Sosial RI untuk memberikan klarifikasi kepada publik bahwa
data yang ditidurkan tidak termasuk dalam anggaran program bansos yang telah
disetujui oleh Komisi VIII| DPR RI.

2. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial Rl untuk merapihkan data 21juta
penerima manfaat bantuan sosial secara transparan dan akuntabel agar tidak
ada lagi data kemiskinan yang tidak valid di dalam DTKS yang baru.

3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial Rl untuk bersinergi dalam
melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan dengan melibatkan berbagai

pemangku kepentingan terkait.

PENUTUP
Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.
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